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MATRIKS PERINGKAT TATA KELOLA TERINTEGRASI

Peringkat Definisi Peringkat

1 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan
penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum
sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang
sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola
Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam
penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum
kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera
dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

2 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan
penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum
baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai
atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila
terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola
Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang
signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan

normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

3 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan
penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum
cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang
cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola
Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam
penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara
umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan
memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama
dan/atau LJK.

4 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan
penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum
kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang
kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola
Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan
Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan
tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang
menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.




Peringkat

Definisi Peringkat
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Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan
penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum
tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang
tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola
Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan
Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan
tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki
oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
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